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Abstrak
 

Salah satu wewenang yang dimiliki oleh seorang Notaris adalah membuat akta autentik. Akta autentik

merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak yang terkait dalam suatu akta dan memiliki kekuatan yang

mengikat bagi para pihak di dalamnya. Namun dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum banyak

terjadi pemalsuan-pemalsuan akta yang mengatasnamakan notaris dengan cara membuat sendiri akta

tersebut dan memalsukan semua atribut dan data yang ada pada akta mulai dari sampul akta hingga cap dan

tanda tangan notaris itu sendiri. Salah satu contoh akta yang sering kali dibuat versi palsunya adalah Akta

Pengoperan dan Penyerahan Hak. Hal ini sangat sering terjadi di Kota Palembang di mana nama notaris

digunakan secara melawan hukum pada akta-akta yang sama sekali mereka tidak buat bahkan lihat sekali

pun. Selanjutnya tesis ini membahas kedudukan akta pengoperan dan penyerahan hak yang dipalsukan

sebagai satu-satunya bukti dalam melakukan peralihan hak dan akibat serta perlindungan hukum  bagi

penerima hak atas tanah yang dirugikan atas akta pengoperan dan penyerahan yang dipalsukan. Metode

penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yang mana berfokus pada

implementasi ketentuan-ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam hubungannya pada peristiwa

hukum yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode

kualitatif. Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak palsu

 yang menjadi satu-satunya bukti peralihan hak tidak memenuhi syarat autentisitas akta dan syarat-syarat sah

perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat dan perlindungan hukum bagi penerima hak atas

tanah yang dirugikan atas Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak yang dipalsukan dapat berupa pemenuhan

kembali haknya. Notaris yang digunakan namanya tidak dapat dituntut karena namanya dipakai tanpa

sepengetahuan dan seizinnya yang mana hal tersebut merugikan dirinya. Dengan demikian pemegang hak

yang sebenarnya selalu dapat menuntut kembali haknya yang telah dialihkan tanpa sepengetahuannya dari

siapa pun hak itu berada.

......One of the authorities that is held by a Notary is to make authentic deeds. An authentic deed is perfect

evidence for the parties involved in a deed and has binding force for the parties in it. However, in carrying

out their duties as public officials, there are many deed forgeries on behalf of notaries by making the deed

themselves and falsifying all attributes and data contained in the deed starting from the cover of the deed to

the stamp and signature of the notary himself. One example of a deed that is often made in a fake version is

the Deed of Conveyance and Submission of Rights. This happens very often in Palembang City where

notaries' names are used unlawfully on deeds that they did not even make or see. Furthermore, this thesis

discusses the position of the counterfeit Deed of Conveyance and Submission of Rights as the only evidence

in transferring rights and the consequences and legal protection for recipients of land rights who are harmed

by the falsified deed of transfer and delivery. The research method used is the empirical juridical approach
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method which focuses on the implementation of normative legal provisions (laws) in relation to legal events

that occur in a society. The data obtained was analyzed using a qualitative method. From the results of the

research, it can be concluded that the counterfeit Deed of Conveyance and Submission of Rights which is

the only evidence of the transfer of rights does not meet the requirements of the authenticity of the deed and

the legal requirements of the agreement based on Article 1320 of the Civil Code. The consequences and

legal protection for recipients of land rights who are harmed by the counterfeit Deed of Conveyance and

Submission of Rights can be in the form of re-fulfillment of their rights. The notary whose name is used

cannot be sued because their names are used without their knowledge and permission, which is detrimental

to them. Thus, the actual right holder can always claim back his rights that have been transferred without

permission from whoever the rights belong to.


